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Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kota Makassar 
 
The Contribution Analysis of Advertisement and Hotel Tax   
to the Local Revenue of Makassar 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dan 
pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame dan 
pajak hotel  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2009-
2013 adalah relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik 
dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar  yang terus meningkat dalam 
lima tahun terakhir dan efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hotel 
menurun dalam lima tahun terakhir sehingga belum mampu meningkatkan 
kontribusi pajak reklame dan pajak hotel  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar. 
 
Kata Kunci: Analisis Kontribusi, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pendapatan Asli 
Daerah 
 
This study aims to determine the contribution of advertisement and hotel tax to 
the Local Revenue of Makassar City. Data collection techniques used in this 
study are interviews, observations, and documentations. Data analysis in this 
study is a quantitative analysis. The results showed that the contribution of 
advertisement revenues and hotel tax to Local Revenue of Makassar in 2009-
2013 was relatively insignificant because the trends are both inversely 
proportional to the Local Revenue of Makassar which increase in the last five 
years and the effectiveness of the advertisement  revenues and hotel tax 
decrease in the last five years therefore not been able to increase the 
contribution of the advertisement and hotel tax to Local Revenue of Makassar. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak 
dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang 
dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada 
dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, 
peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan 
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar 
pajak. 
Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara 
periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan 
daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Berlakunya Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-
luasnya bagi pemerintah daerah dalam mengelolah penerimaan pajak 
daerahnya, hal ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah 
daerah. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah mampu mengelolah 
segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan 
menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tidak mampu mengelolah segala 
sumber penerimaan daerahnya dengan baik. Masalah yang sering muncul dalam 
pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antar pusat dan 




pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara 
pembangunan dan pelayanan masyarakat.  
Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan 
yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal 
dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang 
berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah 
dan retribusi daerah. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber 
dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-
lain pendapatan yang sah. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah 
dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan 
penambahan jenis retribusi dan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya, 
sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting karena berperan 
sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi 
daerah. 
Beberapa komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
pendapatan lain-lain yang sah. Empat komponen tersebut, khususnya pajak 
daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 
untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  
Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:  
 
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 





Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup 
besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam 
pengelolaanya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan 
oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga 
pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak 
daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak reklame dan pajak hotel. Pajak 
reklame maupun pajak hotel diharapkan memiliki kontribusi yang cukup signifikan 
terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh setiap tahun.  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan pajak 
reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengertian Pajak Reklame 
dan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2010 Tentang Pajak Daerah bab 1 pasal 1 angka 16 dan 17 adalah: 
“ Pajak Reklame adalah pajak atas reklame. Reklame adalah benda, alat, 
perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik 
perhatian umum terhadap barang dan jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, 
di baca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum”  
 
Untuk mengetahui tinggi rendahnya pendapatan asli daerah dari sektor 
pajak reklame dapat dilihat dari hasil jumlah keseluruhan realisasi pendapatan 
pajak reklame dari tiap-tiap tahun. Menurut Sulistiani (2014) kontribusi pajak 
reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya 
meskipun masih bersifat fluktuatif. 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 28 tahun 2009 Pajak 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, 
gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 




maksimal dari pajak hotel tertentu secara langsung akan berdampak baik 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu ukuran keberhasilan 
pemungutan pajak hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan 
pajak hotel. 
Setiap tahun pajak reklame dan pajak hotel mengalami peningkatan yang 
signifikan. Hal tersebut merupakan gambaran efektivitas kinerja pemerintah 
daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah, utamanya pajak reklame 
dan pajak hotel. Peningkatan pemungutan pajak reklame dan pajak hotel 
tentunya akan berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Penelitian yang berkaitan dengan pajak reklame dan pajak hotel telah di 
lakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Komala (2010), Adi (2012), Sulistiani 
(2014). Komala, (2010) meneliti tentang “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan 
Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
Tegal”. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang sangat kuat bahkan 
sempurna antara jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan 
nusantara secara bersama – sama terhadap realisasi penerimaan pajak hotel 
dan restoran. Sedangkan rata – rata besarnya kontribusi realisasi pajak hotel dan 
restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,57% per 
tahun dan Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal 
berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan Adi (2012) 
tentang kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di 
Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Kediri 
sangat potensial dibanding pajak daerah yang lain. Untuk memanfaatkan potensi 
tersebut pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPPKAD  berupaya melakukan 
penugasan untuk melakukan panjaringan pajak reklame di kecamatan, 




dengan pihak KPPT dan Satpol PP menjaring pengusaha untuk mengajukan ijin 
tetapi belum membayar pajak.  
Penelitian Sulistiani (2014) mengenai analisis potensi pajak reklame 
terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar periode 2008 – 2012 
menunjukkan potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar tahun 2010 
sampai 2012 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namum masih terdapat 
potensi yang belum tergali secara optimal. Sistem pemungutan pajak reklame 
yang diberlakukan DISPENDA Kota Makassar yaitu sistem official assessment. 
Untuk tahun 2008 – 2010 kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan 
pendapatan asli daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun terjadi 
penurunan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli 
daerah pada tahun 2011 dan 2012. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan 
oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah efektif karena mampu 
melebihi target yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui berapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap 
pendapatan asli daerah di Kota Makassar. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah              
dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
berapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 





1.3 Tujuan Penelitian  
Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame dan pajak hotel 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan, terutama di bidang perpajakan mengenai analisis kontribusi pajak 
reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar dan 
juga sebagai acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian mendatang.  
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Sebagai kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
dan memberikan masukan atau perbandingan bagi pihak Dispenda Kota 
Makassar dalam melakukan langkah-langkah yang tepat dalam pemungutan 
pajak reklame dan pajak hotel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah di Kota Makassar. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan 
sistematika penulisan sebagai berikut. 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 





Bab ketiga merupakan metode  penelitian,  rancangan penelitian, daerah  
dan waktu  penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 
metode analisis. 
Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan.  







2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan. Karena hampir 
sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah 
menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. 
Sementara itu disisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut 
pajak, juga telah memberi andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan 
dana pembangunan ini. Karena itu hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
terlibat harus seimbang dan adil.  
Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk 
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari 
masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan 
ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu 
kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan 
anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa 
pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan 
peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 
Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan 
kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara 
kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya 
didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang 





kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi 
kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi 
administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib 
pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian, hukum pajak 
merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur 
hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai 
wajib pajak.  
Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pajak sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2012:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut. 
1. Iuran dari rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang).                                                     
2. Berdasarkan undang-undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontra prestasi individual oleh pemerintah 
Sedangkan menurut Soemitro dalam Fidel (2011:1) pajak adalah iuran 




dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat 
ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Casavera (2009:3) mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang 
diberikan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 
berikut. 
1. Iuran rakyat kepada negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dengan iuran berupa uang 
bukan barang 
2. Berdasarkan Undang-undang 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh Pemerintah 
4. Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni 







2.1.1.1 Fungsi Pajak 
Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun 
sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang 
sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli 
yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta 
masyarakat wajib pajak (tax player) harus menjadi perhatian semua pihak. 
Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2003:2) yaitu fungsi budgetair 
(sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur). 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 
seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas 
barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. 
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 
dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa 
contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah sebagai berikut. 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 
penjualan atas barang mewah (PPn–BM) dikenakan pada saat terjadi 
transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 




harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-
lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup 
mewah). 
b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 
(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 
pendapatan. 
c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 
akhirnya dapat memperbesar devisa negara. 
d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, 
dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri 
tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi 
(membahayakan kesehatan). 
e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang 
diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan 
untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 
f. Pemberlakukan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 
agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
 
2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak 
 Menurut Mardiasmo (2012:6) bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan 
berdasarkan 3 stelsel yaitu sebagai berikut. 
1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 




pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 
penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai 
kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 
yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
2. Stelsel Anggapan (Assumtion Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini 
adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu 
pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 
3. Stelsel Campuran 
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih lebih besar 
dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 
Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
Pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdi kepada keadilan, 
maka tujuan hukum pajak adalah membuat azas-azas keadilan dalam 
pemungutan pajak. Asas keadilan dipegang teguh, baik dalam prinsip-prinsip 
mengenai perundang-undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah 
sendi pokok yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara dalam 




Usaha mencari keadilan dalam pemungutan pajak, menimbulkan 
berbagai pendapat dan teori, sebagian hasil pemikiran sarjana-sarjana barat 
membenarkan serta memberikan dasar hukum pada pemungutan pajak dan 
meyakinkan bahwa pemungutan pajak itu adalah halal, tidak dianggap sebagai 
suatu perampasan yang sewenang-wenang. 
Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan Smith dalam buku 
Waluyo (2002:5) bahwa pungutan pajak didasarkan pada berikut ini. 
a. Prinsip kesamaan/keadilan (equity), artinya ialah bahwa beban pajak harus 
sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam 
tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban 
pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi 
beban riil dalam arti kepuasan yang hilang. 
b. Prinsip kepastian (certainty), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti 
bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga 
akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri. 
c. Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience), artinya pajak jangan sampai 
terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan  dengan suka dan 
senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. 
d. Prinsip ekonomi (economy), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian 
yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar 
dari pada jumlah penerimaan pajaknya. 
 
2.1.2 Pengertian Pajak Reklame 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang dimaksud dengan pajak 




alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau      
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 
dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.  
Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminologi, yaitu 
sebagai berikut. 
a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau 
dinikmati oleh umum. 
b.  Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan 
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggungannya. 
c. Perusahaan jasa perilklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak 
dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
berlaku. 
e. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame 
yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame. 
f. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk 
apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
g. Izin adalah izin peyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin 
terbatas. 
h. Surat Permohonan Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat APPR 




permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik 
data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang. 
i. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota 
perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 
yang berfungsi sebagai ketetapan pajak. 
 
2.1.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame 
Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota 
(Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut. 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1967 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame. 
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame pada 
kabupaten/kota dimaksud. 
 
2.1.2.2 Objek Pajak Reklame 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang menjadi 
objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek 
pajak yang dimaksud sebagai berikut:  




b. reklame kain;  
c. reklame melekat, stiker;  
d. reklame selebaran;  
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;  
f. reklame udara; 
  
2.1.2.3 Bukan Objek Pajak Reklame 
Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 
Bab VI Bagian Kesatu Pasal 26 ayat (4) adalah sebagai berikut:  
a.    penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;  
b.    label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;  
c.   nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 
tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;  
d.  reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, 
organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga sosial, keagamaan dan 
pendidikan tanpa menggunakan label/merk produk dagang.  
 
2.1.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 27 adalah sebagai berikut. 





2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan Reklame. 
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh 
pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau 
badan tersebut. 
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut 
menjadi wajib pajak reklame.  
 
2.1.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Reklame 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 28 adalah sebagai berikut.  
1.  Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.  
           2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa 
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan nilai kontrak reklame.  
           3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan 
ukuran media Reklame.  
              4. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame 
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana 






2.1.2.6 Tarif Pajak Reklame 
Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2010 Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 29, tarif pajak reklame 
ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
 
2.1.2.7 Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame 
Menurut Peraturan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 
Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 29, cara perhitungan Nilai Sewa 
Reklame adalah:  
NSR= jenis x bahan x lokasi x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah x 
ukuran media reklame.  
Adapun perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang 
sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2010 Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah. 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.  
                       = Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame. 
 
2.1.2.8 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah. 
1. Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam Kota Makassar 
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
takwin. 
 
2.1.3 Pengertian Pajak Hotel 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak 




termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak 
hotel adalah pajak atas pelayanan hotel (Siagian, 2005 : 245). Oleh karena itu, 
untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah 
daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. 
Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 
pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau 
kota yang bersangkutan. 
Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 
diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini. 
1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan 
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. 
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun 
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk 
umum. 
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di 
bidang jasa penginapan. 
4. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas 
penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik 
hotel. 
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti 




pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 
fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 
Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel ”ABC” dan 
melakukan pembayaran atas  
 Jasa sewa kamar  Rp.2.500.000,00 
 Jasa binatu   Rp.   200.000,00 
 Jasa telepon   Rp.   100.000,00 
                                                                                         + 
 Jumlah    Rp.2.800.000,00 
 
 Service Charge 10%             Rp.   280.000,00 
                                                                               + 
 Jumlah pembayaran             Rp.3.080.000,00 
Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan 
pajak hotel, yaitu sebesar Rp.3.080.000,00 
Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 
perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut : 
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 
                       = Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan 
                          Kepada Hotel 
Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Hotel 
”ABC” di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota di 
mana Hotel ”ABC” berlokasi, adalah sebesar sepuluh persen, maka dapat 
dhitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu sebesar: 10 % x 







2.1.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel 
Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 
yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau 
kota adalah sebagai berikut. 
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel. 
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai 
aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada 
kabupaten/kota dimaksud. 
 
2.1.3.2 Objek Pajak Hotel 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang menjadi objek 
pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan keyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun 
jasa penunjang yang di maksud adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, 
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan sejenis lainnya yang 
di sediakan atau dikelola hotel. 
 
2.1.3.3 Bukan Objek Pajak Hotel 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (4) yang bukan objek pajak 




a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah 
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya 
c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, 
panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan 
d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan 
oleh hotel yang dapt dimanfaatkan oleh umum. 
 
2.1.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Hotel 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab III Bagian Kesatu Pasal 4 adalah sebagai berikut. 
1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan 
Hotel. 
2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan mengusahakan 
Hotel. 
 
2.1.3.5 Tarif Pajak Hotel  
Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2010 Pajak Daerah Bab III Bagian Kedua Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan 
sebesar 10% (sepuluh persen). 
 
2.1.3.6 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Hotel 
Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Bab III Bagian Ketiga Pasal 8 adalah. 
1. Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam Kota Makassar. 




2.1.4 Pendapatan Asli Daerah 
Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil 
yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena 
wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak Daerah 
dan retribusi daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan 
daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. 
Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik 
pula kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah maka semakin 
mandiri suatu daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan tolok ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur 
penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah. Dari 
tahun ke tahun kebijakan mengenai pendapatan asli daerah di setiap daerah 
provinsi, kabupaten dan kota tidak banyak berubah. Artinya sumber utama 
pendapatan daerah komponennya itu yang terdiri atas pajak daerah, retribusi 
daerah, dan bagian laba dari BUMD. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan 
fiskal (national fiscal policy) pemerintah pusat dalam APBN yang tetap 
mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan nasional. 
Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka 
pemerintahan daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan kreativitas baru 
untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-
masing daerah. 
Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani 
masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing, tentu tidak masalah. 




mengidentifikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa 
tergantung dana pusat. 
Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap 
perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum 
dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan 
otonomi daerah. Sebab peran pemda dalam perekonomian daerah cenderung 
akan semakin menurun, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah 
fasilitator. Artinya, insiatif memang harus datang dari masyarakat lokal yang 
sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan pemda. 
Memang jika dikaji secara cermat, kebijakan PAD tidak berkaitan 
langsung dengan implementasi desentralisasi. Tanpa desentralisasi pun PAD 
sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Namun, nilai 
dan peran PAD selama ini masih relatif kecil dan banyak tergantung kepada 
pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) yang dilihat dari besar kecilnya nilai 
investasi di suatu daerah. 
Umumnya, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang              
tinggi, dengan peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan 
memberikan kontribusi cukup besar terhadap pajak dan atau PDRB. Jika 
dibandingkan antara daerah perkotaan dan kabupaten, maka kegiatan 
perekonomian jauh lebih berkembang di kota dibandingkan dengan daerah 
kabupaten. Oleh sebab itu, PAD daerah perkotaan cenderung lebih besar 
daripada PAD daerah kabupaten. Seperti diketahui, sebagian besar daerah  di 
Indonesia merupakan kabupaten, wajar bila sebagian besar kabupaten               
di Indonesia berusaha untuk meningkatkan PAD-nya agar tidak jauh         




sumber alam cukup besar cenderung mampu untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerahnya. 
Berbicara mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat 
dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Saragih (2003 : 
52) undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik 
provinsi, Kabupaten, Kotamadya menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974 
adalah sebagai berikut. 
1. Penerimaan asli daerah (PAD) 
2. Bagi hasil pajak dan non pajak 
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II 
4. Pinjaman daerah 
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu 
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah 
Pendapatan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi dan Iskandar 
(2007:10) bahwa pendapatan daerah adalah komponen dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan dan 
melancarkan jalannya  roda pemerintahan. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 
pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang 
berlaku. Dari beberapa sumber yang telah digali untuk mendapatkan hasil, guna 
untuk membiayai pembangunan di daerah dengan menggunakan peraturan-







2.2 Penelitian Terdahulu  
Table 2.1 penelitian terdahulu 









Komala (2010), Analisis 
Kontribusi Pajak Hotel dan 
Restoran Terhadap 
Penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di 
Kabupaten Tegal 
1. Mengetahui besarnya 
kontribusi yang diberikan 
pajak hotel dan 
restoran terhadap 
penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
2. Mengetahui seberapa 
besar jumlah hotel dan 
restoran, tingkat inflasi 




dan restoran di 
Kabupaten Tegal. 
3. Menganalisis upaya 
Metode yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dan regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan hubungan 
yang sangat kuat bahkan sempurna 
antara jumlah hotel dan restoran, tingkat 
inflasi dan jumlah wisatawan nusantara 
secara bersama – sama terhadap 
realisasi penerimaan pajak hotel dan 
restoran. Sedangkan rata – rata 
besarnya kontribusi realisasi pajak hotel 
dan restoran terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
0,57% per tahun dan Tingkat efektifitas 
pajak hotel dan restoran di Kabupaten 






Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), khususnya dari 
sektor hotel dan 
restoran. 
Adi (2012), Kontribusi 
Pajak Reklame dalam 
Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di 
Kabupaten Kediri. 
 
Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui 
seberapa besar 
kontribusi pajak reklame 
terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten 
Kediri, upaya-upaya 
yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah 
Kabupaten Kediri untuk 
meningkatkan 
penerimaan dari pajak 
reklame serta hambatan 
yang dihadapi dalam 
pemungutan pajak 
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif 
kualitatif.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pajak reklame di Kabupaten Kediri 
sangat potensial dibanding dengan pajak 
daerah yang lain. Hal ini bisa dilihat dari 
tahun ke tahun target dan realisasi selalu 
mengalami peningkatan. Pajak reklame 
memberikan kontribusi yang kecil 
terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri 
dengan rata-rata sebesar 3,27%. Pajak 
reklame memberikan kontribusi yang 
kecil terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Kediri degan rata-rata 
sebesar 0,93%. Upaya yang dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten Kediri 








Sulistiani (2014), Analisis 
Potensi Pajak Reklame 
Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kota Makassar 
 
 
1. Untuk mengetahui 
besar potensi pajak 
reklame yang dimiliki 
Kota Makassar.  
2. Untuk mengetahui 
besar kontribusi pajak 
reklame tehadap 
Pendapatan Asli Daerah 
Kota Makassar.  
3. Untuk mengetahui 
tingkat efektifitas 
pemungutan pajak 
reklame yang dilakukan 
DISPENDA Kota 
Makassar selama tahun 
Metode Analisis yang 
digunakan adalah Analisis 
Deskriptif Kuantitatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
potensi pajak reklame yang dimiliki Kota 
Makassar untuk tahun 2010 sampai 
2012 mengalami peningkatan tiap 
tahunnya, namun masih terdapat potensi 
yang belum tergali secara optimal. 
Sistem pemungutan pajak reklame yang 
diberlakukan pihak DISPENDA Kota 













3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dan 
pajak hotel dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Unit analisis dari 
penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Horizon waktu 
penelitian ini selama tiga bulan dalam waktu tersebut peneliti melakukan 
observasi, pengumpulan data yang ada, serta wawancara untuk dapat melihat 
kondisi di lapangan. 
 
3.2 Daerah dan Waktu Penelitian 
Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah pada Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sedangkan waktu  peneliti butuhkan mulai 
dari penyusunan proposal hingga rampungnya skripsi ini adalah kurang lebih tiga 
bulan lamanya, yakni mulai dari bulan Maret s/d bulan Mei 2014. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
            Adapun  jenis  data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan 
wawancara mengenai pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan 
asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau 





reklame dan pajak hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya tahun 
2009 - 2013. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut.  
1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung atas 
obyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. 
2. Observasi, yaitu dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti 
dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan 
data untuk dianalisis. 
3. Dokumentasi, yaitu dengan membuat salinan atau mengadakan arsip-arsip 
dan catatan-catatan yang ada mengenai pajak reklame dan pajak hotel serta 
data lainnya yang menjang pembahasan ini. 
 
3.5 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang 
berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan 
penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak 
Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 
Makassar. 
 
3.5.1 Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel  
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan 
kontribusi. Alat analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar 




terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar, maka 
dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dan hotel terhadap 
pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi 
sebagai berikut. (Komala, 2010) 
 
Keterangan: 
Pn = Kontribusi penerimaan pajak reklame dan hotel terhadap Pendapatan  
    Asli Daerah 
QY = Pendapatan Asli Daerah 
QX = Penerimaan pajak reklame dan pajak hotel 
 
3.5.2 Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Pajak Hotel 
Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi 
dalam pencapaian tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan 
pemungutan pajak reklame dan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan 
adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel yang 
didapatkan dari jumlah penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam suatu 
periode.  
Adapaun rumus pengukuran efektivitas pajak reklame yang dikemukakan 
oleh Halim (Triantoro, 2010:3)  
                         Realisasi penerimaan pajak reklame 
Efektivitas  =                                                                   X 100 % 





Adapun pengukuran nilai efektivitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria 
kinerja keuangan Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman 
penilaian dari kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut. 
Tabel 3.1 pengukuran nilai efektivitas 
Nilai Kinerja Keterangan 
> 100% Efektif 
85 s.d. 99%  Cukup Efektif 
65 s.d 84%  Kurang Efektif 
< 65%  Tidak Efektif 







4.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar 
Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, 
Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan Wilikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari 
beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pngelolahan Tanah Pasir, 
Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak 
Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. 
Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah 
Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 
bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 
September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang 
pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah 
disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan 
Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber 
keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak 
Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung 
dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan 
Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas 
Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah 




4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar  
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu.  
Prima dalam Pelayanan dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.  
Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.  
1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal. 
 2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.  
3. Meningkatkan koordinasi.  
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.  
5. Meningkatkan pengawasan pengelolahan pendapatan daerah.  
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.  
7. Melakukan evaluasi secara berkala.  
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.  
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina 
kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi. 
 
4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar  
1. Tugas pokok  
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu 
merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir 
kebijakan bidang pendapatan daerah.   
2. Fungsi  
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.  
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 
pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber 




b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan 
pendapatan daerah.  
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 
pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan 
pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, 
pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan 
galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah 
lainnya.  
d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang 
bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.  
e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya.  
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;  
g. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
  
 
4.1.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar  
 
1. Kepala Dinas  
Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan 
mengendalikan tugas desentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang 
pendapatan.  
2. Sekretariat  
Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan 




Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi:  
a. pengelolaan kesekretariatan;  
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;  
c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;  
d. pelaksanaan urusan perlengkapan;  
e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;  
f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;  
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. 
Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
menyelenggarakan fungsi: 
 
a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian 
Umum dan Kepegawaian;  
b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan 
meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan 
mendistribusikan surat sesuai bidang;  
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;  
d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;  
e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;  
f. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di 




g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 
kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;  
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya;  
i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;  
j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit 
kerja masing-masing;  
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
4. Sub Bagian Keuangan  
 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 
melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian 
Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
 
a.   menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;  
b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah;  
c.  mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari 
masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi 
perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;  
d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 
perbendaharaan dinas;  
e.    mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 




f.  menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi   
dengan Subbagian Perlengkapan;  
g.    menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  
h.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  
 
 
5. Sub Bagian Perlengkapan  
 
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 
semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub 
Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:  
a. menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;  
b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;  
c. membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 
Sekretariat dan Bidang-bidang;  
d.  membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);  
e.  membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);  
f.  menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan 
bahan penyusunan APBD;  
g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas 
Pendapatan;  
h.  melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 
barang inventaris daerah;  
i.  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  
j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  




Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam 
melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan 
fungsi:  
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya;  
b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;  
c.    melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;  
d.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  
e.    pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir  
Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir.  
Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
menyelenggarakan fungsi:  
melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya;  
a. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak 
Parkir;  




c.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  
d.    pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah  
Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 
penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 
Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
menyelenggarakan fungsi:  
a.   melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok  
dan fungsinya;  
b. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 
keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, 
pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi 
Daerah;  
c.    melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;  
d.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  
e.    pengelolaan administrasi urusan tertentu.  
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil  
Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 
Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, 
merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, 
pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam 




Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak 
Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya;  
b. koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;  
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pajak-pajak dan retribusi;  
d. koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;  
e. pengendalian, pelaporan dan verifikasi;  
f. melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang 
tugasnya;  
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;  
h. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
 
  
4.1 Hasil Penelitian 
Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah khususnya di kota Makassar namun dalam penelitian ini 
difokuskan pada pajak reklame dan pajak hotel. Pajak hotel adalah   pajak atas 
pelayanan hotel. Hotel juga termasuk rumah penginapan yang memungut 
bayaran, sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah orang pribadi atau 
badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan pajak 
reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat atau 
media untuk tujuan komersial. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa     




reklame dan pajak hotel dengan periode pengamatan tahun 2009-2013. Untuk 
lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak reklame dan pajak  hotel yang 
diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar yang dapat dilihat 
pada tabel 4.1. 






2009 7.093.462.210 26.320.810.853 
2010 11.336.841.164 31.617.040.229 
2011 16.936.119.593 35.099.580.609 
2012 19.067.461.127 37.706.182.022 




Sumber : Dispenda Kota Makassaar, 2014 
 Berdasarkan tabel 4.1, maka besarnya rata-rata pajak reklame pertahun 
sebesar Rp. 14.803.115.116,- dan data penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 
Rp. 35.052.239.011,- sehingga dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan 
Kota Makassar maka pertumbuhan pajak reklame yang dapat disajikan melalui 










Tabel 4.2 Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2009 – 2013 
Tahun 
Besarnya pajak Pertumbuhan 
reklame (Rp) Rp % 
2009 7.093.462.210 - - 
2010 11.336.841.164 4.243.378.954 59,82 
2011 16.936.119.593 5.599.278.429 49,39 
2012 19.067.461.127 2.131.341.534 12,58 
2013 19.581.691.485 514.230.358 2,69 
Rata-rata Pertumbuhan pertahun 3.122.057.319 31,12 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan tabel 4.2 yakni pertumbuhan pajak reklame selama 5 tahun 
terakhir, maka rata-rata pertumbuhan pajak reklame meningkat sebesar Rp. 
3.122.057.319,- atau sebesar 31,12%. Kemudian dilihat dari hasil analisis 
pertumbuhan pajak reklame maka dari tahun ke tahun pajak reklame meningkat.  
Tabel 4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2009 S/D 2013 
Tahun 
Besarnya pajak Pertumbuhan 
hotel (Rp) Rp % 
2009 26.320.810.853 - - 
2010 31.617.040.229 5.296.229.376 20,12 
2011 35.099.580.609 3.482.540.380 11,01 
2012 37.706.182.022 2.606.601.413 7,42 
2013 44.517.581.341 6.811.399.319 18,06 
Rata-Rata Pertumbuhan pertahun 
            
4.549.192.622 14,15 
Sumber : Hasil olahan data   
Berdasarkan tabel 4.3, pertumbuhan pajak hotel menunjukkan kondisi 




4.549.192.622 atau sebesar 14,15%, sehingga dari hasil analisis tersebut di atas 
jumlah penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  
Berikut merupakan data mengenai pendapatan asli daerah dari tahun 
2009-2013. 
Tabel 4.4 Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 S/D 2013 
Tahun 
Besarnya Pendapatan 









Sumber : Dispenda Kota Makassar 
 





Berdasarkan tabel 4.4 dan grafik 4.1, penerimaan pendapatan asli daerah 
selama 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan 
PAD pertahun sebesar Rp. 368.948.466.789. Sehingga dengan adanya data 
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir maka akan 
dapat disajikan pertumbuhan pendapatan asli daerah (tahun 2009-2013) yang 
dapat dilihat pada tabel 5 yaitu sebagai berikut. 
Tabel 4.5 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 S/D 2013 
Tahun 
Besarnya Pendapatan Pertumbuhan 
Asli Ddaerah  (Rp) Rp % 
2009 170.698.725.814 - - 
2010 210.136.331.088 39.437.605.274 23,10 
2011 351.692.552.588 141.556.221.500 67,36 
2012 484. 972.799.508 133.280.246.920 37,89 
2013 627.241.924.947 142.269.125.439 29,33 
Rata-Rata Pertumbuhan pertahun 114.135.799.783 39,42 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan hasil analisis mengenai pertumbuhan, pendapatan asli 
daerah khususnya dalam 5 tahun terakhir tahun 2009-2013 rata-rata pertahun 
meningkat sebesar Rp. 114.135.799.783 atau sebesar 39,42%. 
 
 
4.1.1 Analisis Kontribusi Pajak Reklame 
Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota 
Makassar dihitung dengan membandingkan pajak reklame dengan jumlah 
penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam menghitung kontribusi pajak reklame 







Pn = Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah      
   (rupiah) 
QYn = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah) 
QXn = Penerimaan pajak reklame (rupiah) 
n = Tahun (periode) tertentu 
   7.093.462.210 
Tahun 2009 =                   x 100% =   4.15 % 
             170.698.725.814 
 
   11.336.841.164 
Tahun 2010 =                   x 100% =   5.39 % 
              210.136.331.088 
 
   16.936.119.593 
Tahun 2011 =                   x 100% =   4.81 % 
              351.692.552.588 
 
    19.067.461.127 
Tahun 2012 =                   x 100% =   3.93% 
              484. 972.799.508 
 
   19.581.691.485 
Tahun 2013 =                   x 100% =   3.12% 
               627.241.924.947 
 










Tabel 4.6 Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 









1 2009 7.093.462.210 170.698.725.814 4.15 
2 2010 11.336.841.164 210.136.331.088 5.39 
3 2011 16.936.119.593 351.692.552.588 4.81 
4 2012 19.067.461.127 484. 972.799.508 3.93 
5 2013 19.581.691.485 627.241.924.947 3.12 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: 
PAD = Pendapatan Asli Daerah 
 
Grafik 4.2 Kontribusi Pajak Reklame 
 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel 
dan grafik, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota 
Makassar tahun anggaran 2009-2013 berubah-ubah mulai dari 3,12% sampai 
5,39% atau rata-rata per tahun 4,28%. Pada tahun 2009 kontribusi pajak reklame 




mengalami penurunan di tahun 2011, 2012 dan 2013. Rata-rata kontribusi pajak 
reklame terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun sebesar 4,28% dan 
dapat dikatakan relatif kecil. 
 
4.1.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel 
Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar 
dihitung dengan membandingkan pajak hotel dengan jumlah penerimaan 
pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
 
Keterangan : 
Pn = Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah      
   (rupiah) 
QY = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah) 
QX = Penerimaan pajak Hotel (rupiah) 
n = Tahun (periode) tertentu 
   26.320.810.853 
Tahun 2009 =                   x 100% =   15.41 % 
             170.698.725.814 
 
   31.617.040.229 
Tahun 2010 =                   x 100% =   15.04 % 
              210.136.331.088 
 
   35.099.580.609 
Tahun 2011 =                   x 100% =   9.98% 
              351.692.552.588 
 
   37.706.182.022 
Tahun 2012 =                   x 100% =   7.77% 
              484. 972.799.508 
 
   44.517.581.341 
Tahun 2013 =                   x 100% =   7.09% 





Tabel 4.7 Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 









1 2009 26.320.810.853 170.698.725.814 15.41 
2 2010 31.617.040.229 210.136.331.088 15.04 
3 2011 35.099.580.609 351.692.552.588 9.98 
4 2012 37.706.182.022 484. 972.799.508 7.77 
5 2013 44.517.581.341 627.241.924.947 7.09 
Sumber: Data diolah 
Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah 
 
Grafik 4.3 Kontribusi Pajak Hotel 
 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel 
dan grafik dapat diperhatikan besarnya kontribusi pajak hotel terhadap 
pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 bervariasi 
mulai dari 7,09% sampai 15,41% atau rata-rata 11,06% per tahun. Tahun 2009 
kontribusi pajak hotel sebesar 15,41% dan terus menurun mulai tahun 2010 




2011, 7,77% di tahun 2012 dan 7,09% di tahun 2013. Rata-rata kontribusi pajak 
hotel terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir 11,06% dan 
dapat dikatakan masih relatif kecil. 
 
4.1.3 Efektivitas Pajak Reklame Kota Makassar 
Tingkat efektivitas pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan 
antara realisasi pajak reklame dengan target pajak reklame.  Cara menghitung 
efektivitas pajak reklame Kota Makassar menggunakan rumus sebagai berikut. 
                         Realisasi penerimaan pajak reklame 
Efektivitas  =                                                                     X 100 % 
                           Target penerimaan pajak reklame 
 
   7.093.462.210 
Tahun 2009 =                   x 100% =   70.38 % 
                             10.079.284.950 
 
              11.336.841.164 
Tahun 2010 =                   x 100% =   109.15 % 
                          10.386.827.000 
 
   16.936.119.593 
Tahun 2011 =                   x 100% =   105.85% 
                        16.000.079.000 
 
   19.067.461.127 
Tahun 2012 =                   x 100% =   103.35% 
                           18.448.581.150 
 
   19.581.691.485 
Tahun 2013 =                   x 100% =   95.76% 
                           20.448.580.000 
 






















1 2009 10.079.284.950 7.093.462.210 70.38 
2 2010 10.386.827.000 11.336.841.164 109.15 
3 2011 16.000.079.000 16.936.119.593 105.85 
4 2012 18.448.581.150 19.067.461.127 103.35 
5 2013 20.448.580.000 19.581.691.485 95.76 
Sumber: Data diolah 
 
Grafik 4.4 Efektivitas Pajak Reklame 
 
 
Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, dapat diperhatikan pada 
tahun 2009 diperoleh persentase sebesar 70.35%. Tingkat persentase ini 
menandakan bahwa pada tahun 2009 pemungutan pajak reklame di Kota 




persentase sebesar, 109.15%, 105.85%, 103.35%, namun trennya menurun. Hal 
ini menunjukkan pemungutan pajak reklame yang tergolong kurang efektif pada 
tahun 2009 menjadi efektif pada tahun 2010-2012, sementara untuk tahun 2013 
diperoleh persentase sebesar 95.76%. Tingkat persentase ini menandakan 
bahwa pada tahun tahun 2013 pemungutan pajak reklame di Kota Makassar 
tergolong cukup efektif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 
2009-2013 Pemerintah Kota Makassar telah berhasil dalam hal memperbaiki 
tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame.    
 
4.1.4 Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar 
Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan 
antara realisasi pajak hotel dengan target pajak reklame. Dalam menghitung 
efektivitas pajak reklame Kota Makassar menggunakan rumus sebagai berikut. 
                         Realisasi penerimaan pajak reklame 
Efektivitas  =                                                                   X 100 % 
                           Target penerimaan pajak reklame 
 
   26.320.810.853 
Tahun 2009 =                   x 100% =   95.27 % 
                              27.627.281.850 
 
              31.617.040.229 
Tahun 2010 =                   x 100% =   97.82 % 
                           32.323.240.000 
 
   35.099.580.609 
Tahun 2011 =                   x 100% =   100.54% 
                         42.000.358.000 
 
   37.706.182.022 
Tahun 2012 =                   x 100% =   89.78% 
                          42.000.358.000 
 
   44.517.581.341 
Tahun 2013 =                   x 100% =   103.53% 







Tabel 4.9 Efektivitas pajak hotel kota Makassar Tahun Anggaran 2009-2013 
No Tahun 
Anggaran 








1 2009 27.627.281.850 26.320.810.853 95.27 
2 2010 32.323.240.000 31.617.040.229 97.82 
3 2011 34.823.238.000 35.099.580.609 100.54 
4 2012 42.000.358.000 37.706.182.022 89.78 
5 2013 43.000.000.000 44.517.581.341 103.53 
Sumber: Data diolah 
 
Grafik 4.5 Efektivitas Pajak Hotel 
 
Pada tahun 2009-2010 diperoleh persentase sebesar 95.27% dan 
97.82%. Tingkat persentase ini menandakan bahwa pada tahun 2009-2010 
pemungutan pajak hotel di Kota Makassar tergolong cukup efektif. Sementara 
untuk tahun tahun 2011 diperoleh persentase sebesar 100,54%, tingkat 
persentase ini menandakan bahwa pada tahun 2011 pemungutan pajak hotel 




yang signifikan dalam pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hotel. Pada 
tahun 2012 diperoleh persentase sebesar 89.78%, hal ini menunjukkan 
penurunan tingkat persentase. Penurunan persentase tersebut menandakan 
bahwa pada tahun 2012 kategori pemungutan pajak hotel di Kota Makassar 
menurun menjadi cukup efektif. Pada tahun 2013 diperoleh persentase sebesar 
103.53%. Tingkat persentase ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 
pemungutan pajak hotel di Kota Makassar tergolong efektif, hal ini juga 
menunjukkan terjadinya peningkatan prestasi yang sangat signifikan dalam 
pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hotel. Secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa dari tahun 2009-2013 pemerintah Kota Makassar telah 
berhasil dalam hal memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel. 
 
4.3 Pembahasan 
Hasil penelitian mengenai analisis kontribusi pajak reklame terhadap PAD 
menunjukkan tren presentase kontribusi yang menurun dalam kurun waktu lima 
tahun terakhir. Penurunan presentase tersebut berbanding terbalik dengan 
kondisi PAD yang terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal 
ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD relatif kecil.  
Penurunan presentase kontribusi pajak reklame juga berbanding terbalik 
dengan efektivitas pajak reklame yang trennya cenderung naik dalam lima tahun 
terakhir. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun efektifitas pajak reklame 
tinggi namun tidak menjamin tingginya kontribusi pajak reklame terhadap PAD. 
Pada analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD didapatkan bahwa tren 
presentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD terus menurun dalam lima tahun 
terakhir. Serupa dengan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, kontribusi pajak 




terakhir. Hal tersebut menunjukkan pengaruh atau kontribusi pajak hotel 
terhadap PAD relatif kecil. 
Tren efektivitas pajak hotel berbanding terbalik dengan kontribusi pajak 
hotel. Efektivitas pajak hotel cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir 
sedangkan kontribusi pajak hotel cenderung menurun. Perbandingan tren 
tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel tidak mampu menaikkan 









Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV maka disajikan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kontribusi penerimaan pajak reklame dan hotel terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Makassar tahun anggaran 2009-2013 relatif tidak 
signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan PAD yang 
terus meningkat dalam lima tahun terakhir. 
2. Efektivitas penerimaan pajak reklame dan hotel juga menurun dalam lima 
tahun terakhir (2009-2013), sehingga belum mampu menopang 
peningkatan kontribusi pajak reklame dan hotel terhadap PAD. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai 
berikut. 
1. Disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah agar upaya untuk 
memungut pajak reklame dan pajak hotel perlu ditingkatkan guna dapat 
meningkatkan kontribusi ke PAD.  
2. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna 
meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal 
ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA 
juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang 
kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam menjalankan 




3. DISPENDA seharusnya lebih aktif dalam melakukan penertiban terhadap 
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